BUPATI GROBOGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan
yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi,
antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus disesuaikan serta perlu dilaksanakannya Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan, maka perlu dilakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;

. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a

di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan tentang Perubahan APBD Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2012;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012 mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan
1. Semula ‘Rp. 1.229.491.327.000,00
2. Bertambah/(berkurang) ‘Rp. 68.265.036.000,00
Jumlah Pendapatan

setelah perubahan ‘Rp. 1.297.756.363.000,00
b. Belanja
1. Semula ‘Rp. 1.261.374.175.000,00
2. Bertambah/(berkurang) :Rp. 58.305.219.000,00
Jumlah Belanja setelah ‘Rp. 1.319.679.394.000,00
perubahan
Surplus (Defisit) setelah :Rp. (21.923.031.000,00)
Perubahan

c. Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula :Rp. 50.439.201.000,00
b) Bertambah/(berkurang) :Rp. (9.833.354.000,00)
Jumlah Penerimaan :Rp. 40.605.847.000,00

Pembiayaan setelah
Perubahan



(1)

Pendapatan Daerah sebagaimana

Pengeluaran Pembiayaan
a) Semula

b) Bertambah/(berkurang)
Jumlah pengeluaran
pembiayaan setelah
Perubahan

Jumlah pembiayaan neto
setelah Perubahan

Sisa lebih pembiayaan
anggaran setelah

Perubahan

Pasal 2

huruf a terdiri dari :

a.

Pendapatan Asli Daerah
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pendapatan Asli
Daerah setelah perubahan

Dana Perimbangan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan

:Rp. 18.556.353.000,00
: Rp. 126.463.000,00

:Rp. 18.682.816.000,00

:Rp. 21.923.031.000,00

- Rp. 0,00

dimaksud dalam Pasal 1

:Rp. 84.755.391.000,00
: Rp. 3.383.912.000,00

:Rp. 88.139.303.000,00

: Rp. 972.655.932.000,00
: Rp. 0,00

: Rp. 972.655.932.000,00

c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah lain-lain
pendapatan daerah yang
sah setelah Perubahan

: Rp. 172.080.004.000,00
:Rp. 64.881.124.000,00

: Rp. 236.961.128.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :



a.

C.

Pajak Daerah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah pajak daerah
setelah Perubahan

Retribusi Daerah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Retribusi Daerah
setelah Perubahan

Rp. 13.822.500.000,00
- Rp. __1.167.165.000,00
Rp. 14.989.665.000,00
Rp. 16.187.218.000,00
- Rp.__ (1.858.687.000,00)
Rp. 14.328.531.000,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula

2) Bertambah/( berkurang )

Jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah
Perubahan

Lain - lain pendapatan asli daerah

1) Semula

2) Bertambah/( berkurang )

Jumlah lain - lain
Pendapatan asli daerah
setelah perubahan

: Rp. 5.354.700.000,00
: Rp. 1.365.709.000,00
" Rp. 6.720.409.000,00

:Rp. 49.390.973.000,00
: Rp. 2.709.725.000,00
:Rp. 52.100.698.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a.

Dana bagi hasil

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah dana bagi hasil
setelah Perubahan

Dana alokasi umum

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah dana alokasi
umum setelah Perubahan
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Rp. 62.610.172.000,00
- Rp. 0,00
Rp. 62.610.172.000,00
- Rp. 812.990.740.000,00
- Rp. 0,00
- Rp. 812.990.740.000,00



(4)

c. Dana alokasi khusus
1) Semula :Rp. 97.055.020.000,00
2) Bertambah/(berkurang) :Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi
khusus setelah Perubahan : Rp. 97.055.020.000,00
Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Hibah
1) Semula : Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) :Rp. 1.050.500.000,00
Jumlah dana hibah ' Rp. 1.050.500.000,00

setelah Perubahan

Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula :Rp. 38.766.652.000,00
2) Bertambah/(berkurang) :Rp. 18.547.871.000,00
Jumlah dana bagi hasil :Rp. 57.314.523.000,00

pajak setelah Perubahan

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula :Rp. 95.557.802.000,00
2) Bertambah/(berkurang) :Rp. 35.936.841.000,00
Jumlah dana penyesuaian : Rp. 131.494.643.000,00
dan otonomi khusus

setelah Perubahan

Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah
daerah lainnya :

1) Semula :Rp. 37.755.550.000,00
2) Bertambah/(berkurang) :Rp. 9.345.912.000,00
Jumlah bantuan keuangan : Rp. 47.101.462.000,00
dari provinsi atau dari

pemerintah daerah lainnya
setelah Perubahan



Pasal 3

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

huruf b terdiri dari :

Belanja tidak langsung

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja tidak
langsung setelah
Perubahan

Belanja langsung

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja langsung
setelah Perubahan

" Rp.
. Rp.

770.640.130.000,00
32.078.834.000,00

" Rp.

" Rp.
. Rp.

802.718.964.000,00

490.734.045.000,00
26.226.385.000,00

' Rp.

516.960.430.000,00

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.

Belanja pegawai sejumlah
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja pegawai
setelah Perubahan

Belanja bunga

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bunga
setelah Perubahan

Belanja Subsidi

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja subsidi
setelah Perubahan

- Rp. 692.466.673.000,00
- Rp.__31.122.639.000,00
- Rp. 723.589.312.000,00
- Rp. 47.179.000,00
- Rp. 0,00
- Rp. 47.179.000,00
- Rp. 300.000.000,00
- Rp. 0,00
- Rp. 300.000.000,00



Belanja hibah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja hibah
setelah Perubahan

Belanja bantuan sosial

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bantuan
sosial setelah Perubahan

Belanja bagi hasil

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bagi hasil
setelah Perubahan

Belanja bantuan keuangan
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang )
Jumlah belanja bantuan
keuangan setelah
Perubahan

Belanja tidak terduga

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang )
Jumlah belanja tidak
terduga setelah Perubahan

‘Rp. 30.623.248.000,00
: Rp. 1.335.250.000,00
:Rp. 31.958.498.000,00
:Rp. 13.536.880.000,00
: Rp. (433.000.000,00)
:Rp. 13.103.880.000,00
: Rp. 1.350.000.000,00
: Rp. 0,00
: Rp. 1.350.000.000,00
:Rp. 30.316.150.000,00
: Rp. 0,00
: Rp. 30.316.150.000,00
: Rp. 2.000.000.000,00
: Rp. 53.945.000,00
: Rp. 2.053.945.000,00

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.

Belanja pegawai sejumlah
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja pegawai
Setelah Perubahan
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" Rp.
. Rp.

37.537.316.221,12
1.399.928.850,00

' Rp.

38.937.245.071,12



b. Belanja barang dan jasa sejumlah

1) Semula ‘Rp.
2) Bertambah/(berkurang) :Rp.

193.767.925.410,88
9.366.721.638,00

Jumlah belanja barang dan : Rp.

jasa Setelah Perubahan

Belanja modal sejumlah

1) Semula : Rp.
2) Bertambah/(berkurang) :Rp.

203.134.647.048,88

259.428.803.368,00
15.459.734.512,00

Jumlah belanja modal "Rp
Setelah Perubahan

Pasal 4

. 274.888.537.880,00

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

huruf c terdiri dari :

a.

Penerimaan pembiayaan daerah

50.439.201.000,00
(9.833.354.000),00

1) Semula * Rp.
2) Bertambah/(berkurang) :Rp.
Jumlah penerimaan : Rp.

pembiayaan setelah
Perubahan

Pengeluaran pembiayaan daerah

40.605.847.000,00

18.556.353.000,00
126.463.000,00

1) Semula : Rp.
2) Bertambah/(berkurang) : Rp.
Jumlah pengeluaran ' Rp.

pembiayaan setelah
Perubahan

18.682.816.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya ( SILPA)

35.107.179.000,00
473.092.000,00

1) Semula : Rp.
2) Bertambah/(berkurang) :Rp.
Jumlah SILPA tahun - Rp.

anggaran sebelumnya
setelah Perubahan
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35.580.271.000,00



b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula :Rp. 10.486.446.000,00
2) Bertambah/(berkurang) :Rp. (10.486.446.000,00)
Jumlah penerimaan : Rp. 0,00

pinjaman daerah setelah
Perubahan

c. Penerimaan piutang daerah :

1) Semula : Rp. 4.845.576.000,00
2) Bertambah/(berkurang) :Rp. 180.000.000,00
Jumlah penerimaan : Rp. 5.025.576.000,00

piutang daerah setelah
Perubahan

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan :
1) Semula : Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) :Rp. 0,00
Jumlah penyertaan modal : Rp. 5.000.000.000,00
( investasi ) Pemerintah

daerah setelah Perubahan

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :
1) Semula : Rp. 8.311.889.000,00
2) Bertambah/(berkurang) :Rp. 0,00
Jumlah penyertaan modal :Rp. 8.311.889.000,00
( investasi ) Pemerintah

daerah setelah Perubahan

c. Pembayaran pokok utang :
1) Semula : Rp. 3.634.464.000,00
2) Bertambah/(berkurang) :Rp. (53.537.000,00)
Jumlah pembayaran cicilan : Rp. 3.580.927.000,00
pokok utang yang jatuh

tempo setelah Perubahan
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d. Pemberian pinjaman daerah :

1) Semula : Rp. 1.610.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) :Rp. 180.000.000,00
Jumlah pemberian : Rp. 1.790.000.000,00

pinjaman daerah dan
obligasi daerah setelah
Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran li Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran Il Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja D aerah
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,;

Lampiran VI  Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per
Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Lampiran VIII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
ini;

Lampiran IX  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
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Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 September 2012

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 1 September 2012
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2012 NOMOR 8
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